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BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

 

 
 

A.  Teori Negara Hukum 
 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.
10

 

 
Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, 

yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo 

menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau 

rechtsstaat.”
11 

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis 

sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische 

rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.”
12

 

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama 

 
dengan  rechtsstaat  atau  government  of  law,  sebagaimana  kutipan  pendapat 

berikut ini: 

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang 
pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah 
negara  hukum  (rechtsstaat, government of  law)  tempat  keadilan  yang 
tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga 
senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif- 
penulis).”

13
 

 

 
 

10 
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- 

prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan 

Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30. 
11 

O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27. 
12 

Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia, 1984, hlm. 67. 
13  

Muhammad  Yamin,  Proklamasi  dan  Konstitusi  Republik  Indonseia,  Jakarta:  Ghalia 
Indonesia, 1982, hlm. 72.
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Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, 

selain istilah rechtsstaat untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal 

istilah  the  rule  of  law.  Namun  istilah  the  rule  of  law  yang  paling  banyak 

digunakan hingga saat ini. 

Menurut pendapat Hadjon,
14 

kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the 

 
rule of law tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. 

Istilah  Rechtsstaat  merupakan buah  pemikiran  untuk  menentang absolutisme, 

yang sifatnhya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang 

disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law berkembang secara evolusioner, 

yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun demikian perbedaan 

keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran 

yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara rechtsstaat atau 

etat de droit dan the rule of law, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran 

istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan 

“negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak terlepas dari pengaruh 

kedua paham tersebut. Keberadaan the rule of law adalah mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan 

privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara 

hukum (rechtsstaat atau the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas 

pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka 
 

14 
Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum …op. cit., hlm. 72.
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tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari 

kemungkinan  bertindak  sewenang-wenang,  tirani,  atau  penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental 

dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, 

dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat‟. Sedangkan 

dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas 

kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut Julius 

Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat‟ itu 

mencakup empat elemen penting, yaitu: 

1. Perlindungan hak asasi manusia. 

 
2. Pembagian kekuasaan. 

 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 

 
4. Peradilan tata usaha Negara. 

 
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

 
Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu: 

 
1. Supremacy of Law. 

 
2. Equality before the law. 

 
3. Due Process of Law. 

 
Keempat prinsip „rechtsstaat‟ yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di 

atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „Rule of Law‟ yang 

dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern
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di  zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurist”, 

prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas 

dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman 

sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. 

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The 

International Commission of Jurists” itu adalah: 

1. Negara harus tunduk pada hukum. 

 
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 

 
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 

 
Profesor  Utrecht  membedakan  antara  Negara  hukum  formil  atau 

Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern
15

. 

Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan 

sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang 

kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula 

pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya 

„Law in a Changing Society‟ membedakan antara „rule of law‟ dalam arti formil 

yaitu dalam arti „organized public power‟, dan „rule of law‟ dalam arti materiel 

yaitu „the rule of just law‟. 

Pembedaan   ini   dimaksudkan   untuk   menegaskan   bahwa   dalam 

konsepsi negara hukum itu,  keadilan tidak serta-merta akan  terwujud secara 

substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat 
 

15 
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.
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dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh 

aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit 

dalam  arti  peraturan  perundang-undangan semata,  niscaya  pengertian  negara 

hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu 

menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „the rule of law‟ 

oleh  Friedman  juga  dikembangikan  istilah  „the  rule  of  just  law‟  untuk 

memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „the rule of law‟ tercakup 

pengertian   keadilan   yang   lebih   esensiel   daripada   sekedar   memfungsikan 

peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang 

digunakan tetap  „the rule of  law‟, pengertian yang bersifat luas itulah  yang 

diharapkan dicakup dalam istilah „the rule of law‟ yang digunakan untuk 

menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok 

Negara Hukum (Rechtsstaat) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas 

prinsip pokok tersebut  merupakan pilar-pilar utama  yang menyangga berdiri 

tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum 

(The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya. 

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:
16

 

 
 
 
 
 
 

 
16  

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan 

dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 

dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
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1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law); Adanya pengakuan normatif dan 

empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah 

diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 

2. Persamaan  dalam  Hukum  (Equality  before  the  Law);  Adanya  persamaan 

kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara 

normative dan dilaksanakan secara empirik. 

3. Asas  Legalitas  (Due  Process  of  Law);  Dalam  setiap  Negara  Hukum, 

dipersyaratkan  berlakunya  asas  legalitas  dalam  segala  bentuknya  (due 

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan 

atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- 

organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara 

vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 

5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, 

di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan 

pemerintahan yang bersifat „independent‟, seperti bank sentral, organisasi 

tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- 

lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, 

lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan  lain  sebagainya. Lembaga, 

badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada 

dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen 

sehingga  tidak  lagi  sepenuhnya  merupakan  hak  mutlak  seorang  kepala
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eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian 

pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap 

penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan 

oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. 

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak 

memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak 

memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam 

menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun 

juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang 

(ekonomi). 

7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga 

menyangkut  prinsip  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak,  tetapi 

penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu 

ditegaskan   tersendiri.   Dalam   setiap   Negara   Hukum,   harus   terbuka 

kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat 

administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara 

(administrative court) oleh pejabat administrasi negara. 

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Di samping adanya pengadilan 

tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan 

bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim 

mengadopsikan gagasan  pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem 

ketatanegaraannya.
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9. Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia;  Adanya  perlindungan  konstitusional 

terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan 

penegakannya melalui  proses  yang adil. Perlindungan terhadap hak  asasi 

manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan 

penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri 

yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. 

10.Bersifat  Demokratis  (Democratische  Rechtsstaat);  Dianut  dan 

dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin 

peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, 

sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan 

ditegakkan   mencerminkan   perasaan   keadilan   yang   hidup   di   tengah 

masyarakat. 

11.Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare 

Rechtsstaat); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 

bersama. 

12.Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang 

terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga 

kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan 

resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat 

secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan 

kebenaran.
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Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak 

terpisahkan  dari  perkembangan  gagasan  kenegaraan  Indonesia  sejak 

kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide 

Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan 

ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „rechtsstaat‟, bukan „machtsstaat‟. 

Guna  menjamin  tertib  hukum,  penegakan  hukum,  dan  tujuan  hukum, 

fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama 

fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau 

pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan 

hukum.
17

 

Fungsi  lain  yang  juga  sangat  penting  adalah  fungsi  pengawasan  dari 
 

lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat 

luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada 

pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan freies Ermessen. Dengan 

demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma- 

norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada 

pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan 

terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan 

represif melalui lembaga peradilan. 

Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha 

 
Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi 

 
17 

Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan … op. cit., hlm. 4.
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yang  dijalankan  peradilan,  yaitu  untuk  menjamin  tertib  hukum,  penegakan 

hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh 

warga negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta perkara No : 10/G/2010/PTUN-YK dalam sengketa 

Kepegawaian   perlu   adanya   pelaksanaan   fungsi   peradilan   tersebut   serta 

pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Putusan  tersebut  agar  tercapainya  tujuan 

hukum serta pengawasan terhadap Keputusan Pemerintah atau Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara agar tercapai keadilan bagi pencari keadilan yang merasa 

dirugikan atas KTUN tersebut, dari teori-teori yang berkembang dapat ditemukan 

konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang diharapkan 

dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) 

yang selanjutnya dalam  Hukum Administrasi Negara dikenal istilah  tindakan 

Hukum Administrasi (administratieve rechtshandeling) serta Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang, atau tidak sesuai 

dengan Undang-undang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

 

 
 

B.  Pertimbangan Hakim 

 
1.  Pengertian Pertimbangan Hakim 

 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
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pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.
18

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga  memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling  penting  dalam  pemeriksaan  di  persidangan.  Pembuktian  bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
19

 

 

Selain  itu,  pada  hakikatnya  pertimbangan  hakim  hendaknya  juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 

a.   Pokok  persoalan  dan  hal-hal  yang  diakui  atau  dalil-dalil  yang  tidak 

disangkal. 

b.  Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

 
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

 

 
 
 
 

18 
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar: 

Yogyakarta, 2004, hlm. 140 
19 

Ibid., hlm.141
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c. Adanya    semua    bagian    dari    petitum    Penggugat    harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
20

 

2.  Dasar Pertimbangan Hakim 

 
Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. 

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim 

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di 

dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. 

Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 

dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 

Tahun  2009,  yaitu  kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan   berdasarkan   pancasila   dan   Undang-undang   Negara   Republik 
 

 
 
 
 
 
 

20 
Ibid., hlm. 142
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Indonesia  tahun  1945  demi  terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik 
 

Indonesia.
21

 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam 

melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim 

adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 

ayat  (2)  menegaskan bahwa:  kekuasan  kehakiman dilakukan oleh  sebuah 

Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

mahkamah konstitusi.
22

 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah 

tidak  memihak di  sini  haruslah  tidak  harfiah,  karena  dalam  menjatuhkan 

putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya 
 
 
 

 
21 

Ibid., hlm. 142 
 

22 
Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hlm. 94
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perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 
 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
23

 

 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah 

terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 

kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan  hukum  yang  berlaku.  Setelah  itu  hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. 

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. 

Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 

Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 

mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Seorang hakim dalam  menemukan hukumnya diperbolehkan untuk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal  ini dijelaskan dalam 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. 
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C.  Putusan Pengadilan 

 
1.  Arti Putusan Pengadilan 

 
Sesuai  dengan ketentuan Pasal  178  HIR,  Pasal  189  RBG, apabila 

pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses 

pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari 

tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik 

dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan 

dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap 

ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan 

proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. 

Mendahului  pengucapan  putusan  itulah  tahap  musyawarah  bagi 

Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak 

yang berperkara.
24 

Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat 

pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, 

diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang 

disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun 

hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan 

dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan. 

Setelah  pemeriksaan  perkara  yang  meliputi  proses  mengajukan  gugatan 

penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian 
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dan  kesimpulan  yang diajukan baik  oleh  penggugat  maupu oleh  tergugat 

selesai  dan  pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi  yang ingin 

dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara 

tersebut.
25

 

2.  Asas Putusan 

 
Pembahasan mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang 

dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 

HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 
 

18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman).
26

 

 
a.   Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

 
Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan itu dikatagorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 

onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement. Alasan-alasan hukum 

yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: Pasal-pasal 

tertentu  peraturan  perundang-undangan,  Hukum  kebiasaan, 

Yurisprudensil, atau Doktrin hukum. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, 

sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 

25  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004,  yang  menegaskan bahwa  segala 
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putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan 

dan  mencantumkan pasal-pasal  peraturan  perundang-undangan tertentu 

yang disangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum 

tertulis maupun yurisprudensil atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 

178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib 

mencukupkan segala cara alasan hukum yang tidak dikemukakan para 

pihak yang berperkara.
27

 

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat  (1) UU No. 14 

 
Tahun 1970, sebagimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, sekarang 

dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim 

dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak 

sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan 

masyarakat. 

b.  Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 

ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus total dan menyeluruh 

memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh 

hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan 
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selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang 

digariskan undang-undang.
28

 

c.   Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat 

(3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulakn melebihi 

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra 

petitum  partium.  Hakim  yang  mengabulkan  melebihi  posita  maupu 

petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra 

viresyakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his 

authority).
29

 

Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat 

(invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (good 

faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). 

Mengadili  dengan  cara  mengabulkan melebihi  dari  apa  yang  digugat, 

dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun 

dilakukan dengan iktikad baik.
30

 

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama 

dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law: 
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1) Karena  tindakan  itu  tidak  sesuai  dengan  hukum,  padahal  dengan 

prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum 

(accordance with the law), 

2) Tindakan  hakim  yang  mengabulkan  melebihi  dari  yang  dituntut, 

nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 

ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, 

siapun tidak boleh melakukan tidak boleh melakukan tindakan yang 

melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority). 

d.  Diucapkan di Muka Umum 

 
Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif. Persidangan 

dan  putusan diucapakan dalam  sidang pengadilan  yang  terbuka  untuk 

umum atau  di  muka umum, merupakan salah  satu  bagian  yang tidak 

terpsahkan  dari  asas  fair  trial. 
31  

Menurut  asas  fair  trial,  pemeriksaan 

persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. 

Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal 

pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian asas fair trial. 

Dalam literatur disebut the open justice principle. 

Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari 

perbuatan tercela (misbehavior) dari pejabat peradilan.
32 

Melalui prinsip 

terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah (deterrent effect) 
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terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah (partial) atau 

diskriminatif, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan 

dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. Bahkan dipublikasi secara 

luas.  Hal  ini  membuat  hakim lebih  berhati-hati melakukan kekeliruan 

(error)  dan  penyalahgunaan wewenang pada  satu  supaya  pemeriksaan 

dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya 

tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam Acara 

Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP. Terdakwa berhak 

diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
33

 

 
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di 

atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkaan 

putusan yang dijatuhkan:
34

 

1)  Tidak sah, atau 

 
2)  Tidak mempunyai kekuatan hukum. 

 
e.   Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap diucapkan dalam 

 
Sidang Terbuka 

 
Dalam  kasus  tertentu,  peraturan  perundang-undangan 

membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, 

pengecualian ini sangat terbatas. 

f.   Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan 
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Prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk 

umum dilakukan dalam sidang gedung pengadilan yang ditentukan untuk 

itu. Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. 

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan 

pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, 

mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunai kekuatan. 

Praktik persidangan ang dilakukan dalam ruang kerja hakim, 

merupakan pelanggaran tata tertib beracara ang digariskan Pasal 121 ayat 

(1) HIR dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sekarang pasal 20 UU No. 4 

Tahun 2004, yang menentukan pemeriksaan perkara dan pengucapan 

dilakukan secara terbuka didalam sidang pengadilan. Apabila jika 

pemeriksaannya dilakukan secara tertutup, semakin terjadi pelanggaran 

yang bersifat ganda.
35

 

Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar 

ruangan sidang gedung pengadilan. Seperti pemeriksaan setempat atas 

barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan 

persidangan dilakukan ditempat barang terletak. Begitu juga sidang 

pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang 

pengadilan. Akan tetapi, dalam hal tertentu Pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 
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1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah 

pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang undang- 

undang membolehkan pemeriksaan di luar ruang sidang gedung 

pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh 

melanggar prinsip:
36

 

1)  Pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum, dan 
 

2)  Putusan tetap mesti diucapakan di ruang sidang gedung pengadilan 

dengan cara terbuka untuk umum. 

g.   Radio dan Televisi Dapat menyiarkan langsung Pemeriksaan dari Ruang 

 
Sidang 

 
Berdasarkan argumentasi, beberapa negara telah membolehkan 

penyiaran dan penyangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang 

pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tidak bersifat absolut. Terdapat 

beberapa pembatasan (restriction) yang harus taati, antara lain: 

1)  Pemasangan   kamera   televisi    tidak   boleh   mengganggu   proses 

pemeriksaan persidangan, 

2)  Harus  lebih  mengutamakan  reportase  akurat  berdasarkan  fair  trial 

daripada mengedepankan liputan highlight yang bersifat dan bernilai 

hiburan (entertainment) komersial, 
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3) Tidak dibenarkan menyorot dan menayangkan saksi yang harus 

dilindungi, 

4)  Tidak dibenarkan memberi reportase apalagi yang berbentuk komentar 

(comments) yang berkenaan dengan hal yang bersifat pridadi (privacy) 

dan konfidensial dari pihak yang berperkara, 

5)  Pembatasan yang berhubungan dengan kepentingan publik, yakni tidak 

dibenarkan berkomentar mengenai hal-hal yang berkenan dengan teknis 

dan  administrasi  peradilan  yang  dapat  mempersulit jalannya  proses 

pemeriksaan. 

3.  Formulasi Putusan 

 
Formulasi adalah susunan atau  sistematika  yang harus dirumuskan 

dalam  putusan  agar  memenuhi  syarat  perundang-undangan.  Secara  garis 

besar, formulasi putusan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) HIR atau Pasal 195 

RBG. 
37  

Bertitik  tolak  dari  pasal-pasal  di  atas,  terdapat  beberapa  unsur 

 
formulasi yang harus tercantum dalam putusan. 

 
a.   Memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok Perkara, Jawaban,  Pertimbangan 

dan Amar Putusan 

Mengenai apa saja yang mesti tercantum dalam putusan adalah 

hal-hal berikut: 

1)  Dalil gugatan 
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2)  Mencantumkan jawaban tergugat 

 
3)  Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian 

 
4)  Pertimbangan hukum 

 
5)  Ketentuan perundang-undangan 

 
6)  Amar putusan 

 
b.  Mencantumkan Biaya Perkara 

 
Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenan 

dengan biaya  perkara. Mengenai prinsip dan  komponen biaya perkara 

diatur dalam Pasal 181-12 HIR, Pasal 192-194 RBG. Dapat dijelaskan hal- 

hal berikut: 

1)  Prinsip pembebanan biaya perkara 

 
2)  Pembebanan meliputi biaya putusan sela 

 
3)  Biaya putusan verstek kepada yang dijatuhkan verstek 

 
4)  Pembebanan biaya tambahan panggilan 

 

5)  Komponen biaya perkara
38

 

 
4.  Mencari dan Menemukan Hukum 

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak 

hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para 

pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara 

yang   digariskan   hukum   acara.   Fungsi   dan   kewajibaan   mencari   dan 
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menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan kepada perkara 

yang diperiksa, berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan sebagai berikut:
39

 

a.   Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara 

b.  Prinsip curia novit jus 

c.   Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hokum 

 
Upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak 

diterapakan, harus dari sumber hukum yang benar, antara lain: 

1) Ketentuan hukum positif 

 
2) Dari sumber hukum tidak tertulis 

 
3) Yurisprudensil 

 
4) Traktat 

 
5) Doktrin 

 
5.  Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan 

 
Pengadilan dalam hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan 

tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan fungsi 

otonomi  kebebasan hakim  mengadilii  perkara,  ada  beberapa prinsip  yang 

perluh diperhatikan.
40

 

a.   Pengadilan sebagai katup penekan 

 
b.  Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum 

 
Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi, yaitu: 
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1)  Sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat 

 
2)  Sebagai waali masyarakat 

 
c.   Kebebasan tidak bersifat mutlak 

 
Kebebasan   hakim   sebagai   pelaksana   kekuasaan   kehaakiman 

melalui badan peradilan dalam menyelesikan sengketa adalah sebagai 

berikut: 

1) Mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan ekstra yudisial 

 
2) Kebebasan relatif menerapkan hukum 

d.  Secara fundamental tidak demokratis 

e.   Hakim memeiliki imunitas personal yang total 

 
6.  Putusan ditinjau dari Berbagai Segi 

 
Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 15 HIR, Pasal 

 
196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti 

Pasal 10 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka 

berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan, dapat dikemukakan berbagai segi 

putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim.
41

 

a.   Dari aspek ketidak hadiran para pihak 

Untuk   mengantisipasi   tindakan   keingkaran   yang   demikian, 

undang-undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan 

putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut. Sehubungan dengan itu, 
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berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang 

sah, undang-undang memeprkenalakan bentuk-bentuk putusan yang dapat 

dijatuhkan hakim. 

1)  Putusan gugatan gugur 

 
2)  Putusan verstek 

 
b.  Putusan ditinjau dari sifatnya 

 
Ditinjau dari segi sifatnya, yang terpenting di antaranya sebagai 

berikut: 

1)  Putusan deklarator 

 
2)  Putusan constitutief 

 
3)  Putusan condemnator 

 
c.   Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya 

 
Ditinjau dari segi saat putusan dijatuhkan, dikenal beberapa jenis 

putusan yang dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1)  Putusan sela 

 
2)  Putusan akhir


